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1. YOJANA GEOSPASIAL: Memahami Informasi Geospasial Secara Multidimensi
• Muh Aris Marfai dan Suprajaka  (2024)

2. WHITE PAPER: One Map Policy Shaping a Unified Future Beyond 2024
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024)
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•Hilirisasi industri = teknologi + ruang + lingkungan

•Banyak kegagalan industri terjadi karena salah lokasi

•Risiko banjir, konflik lahan, dan degradasi lingkungan

YOJANA GEOSPASIAL: Memahami Informasi Geospasial Secara Multidimensi



WHITE PAPER: One Map Policy Shaping a Unified Future Beyond 2024
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Terbentang dari Indonesia hingga Kepulauan Solomon, 
kawasan dengan keanekaragaman spesies laut 
tertinggi ini mirip dengan bentuk segitiga sehingga 
disebut Segitiga Terumbu Karang.

Luas SEGITIGA Terumbu karang 
kurang lebih 6 juta kilometer persegi, Indonesia 
merupakan negara dengan garis pantai terpanjang 
kedua di dunia  yang harus dilindungi,

INDONESIA



Negara Jumlah Terbesar
1. Swedia: 221.831 pulau
2. Norwegia: 239.057 pulau
3. Finlandia: 178.947 pulau
4. Kanada: 52.455 pulau
5. Amerika Serikat: 18.617 pulau
6. Indonesia: 17.504 pulau
7. Australia: 8.222 pulau
8. Filipina: 7.641 pulau
9. Jepang: 6.852 pulau
10. Chile: 5.000 pulau

INDONESIA
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Wilayah laut sekitar 63%

Sekitar 5000 km

Data dan Informasi Spasial 
sebaiknya diintegrasikan 

dengan Data dan Informasi
Non-Spasial lainnya, agar 

lebih berdaya guna.

• Pembangunan Berkelanjutan
• Pengelolaan Sumberdaya Alam
• Mitigasi dan Adaptasi Bencana

• Kesehatan
• Pertahanan dan Keamanan Negara
• Pembangunan Ekonomi Dijital

Indonesia kaya dengan 
Sumberdaya Alam

Hayati dan Non-Hayati
di Darat dan Laut

Data dan Informasi 
Geospasial sangat 
diperlukan untuk 
mengelola NKRI 
yang sangat luas 
secara efektif , 

efisien dan 
berkelanjutan.

INDONESIA



YOJANA GEOSPASIAL: Memahami Informasi Geospasial Secara Multidimensi

WHITE PAPER: One Map Policy Shaping 

a Unified Future Beyond 2024
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WHITE PAPER: One Map Policy 
Shaping a Unified Future Beyond 2024AA



20102010

SIDANG KABINET 23 

Desember 20210
Peta tutupan hutan 

dari Kementerian 

Lingkungan 

Hidup dan Departemen 
Kehutanan yang berbeda

Informasi 

Geospasial Tematik 

(IGT) yang dibangun 

tidak merujuk pada 

satu sumber rujukan 

Peta Dasar (Peta 

Rupabumi)

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (MAP)

Banyak peta yang dibuat oleh 

berbagai K/L dengan
spesifikasi sesuai kebutuhan 

masing-masing

Kebutuhan yang berbeda 
menyebabkan perbedaan spesifikasi
informasi peta tematik yang dapat 
menimbulkan kesimpangsiuran 
informasi

Masih diperlukan mekanisme untuk
menyatukan keberagaman menuju 
kesatuan informasi geospasial dasar 
dan tematik nasional

20112011

PIPIB
Peta Indikatif 
Penundaan Izin 
Baru

• Instruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2011 Tentang  Penundaan 

Pemberian Izin baru dan 
penyempurnaan tata kelola hutan 
alam primer dan lahan gambut

• Undang Undang No 4 Tahun 
2012 Tentang Informasi 
Geospasial 
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20132013

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (MAP)

12 Pokja 
Informasi 
Geospasial 
Tematik

Informasi 
Geospasial 
Tematik 
Pesisir dan 
Laut

Informasi 
Geospasial 
Tematik 

Ekoregion

20142014 JIGN

▪ Perpres Nomor 27 Tahun 
2014 Tentang Jaringan 
Informasi Geospasial 
Naskional Menggantikan 
Perpres Nomor 85 Tahun 
1987

▪ Sektor kelautan yang 
diwakili dengan satu peta 
mangrove, padang lamun, 
dan karakteristik laut 
nasional

20162016

Paket Kebijakan Ekonomi VIII 

oleh Kementerian Koordinator 

bidang Perekonomian

Percepatan kebijakan satu peta 

yang mengacu pada :

• Satu referensi geospasial, 

• Satu standar, 

• Satu basis data dan 

• Satu geoportal

Peraturan Presiden no. 9 tahun 

2016 tentang tentang 

Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta (KSP) 

pada Tingkat Ketelitian Peta 

Skala 1:50.000

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia


Sumber Paparan Kepala BIG 2024

PROGRAM

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
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Berbagi Pakai Data Produk Program 

Geoportal Kebijakan Satu Peta

https://onemap.big.go.id/Ketentuan Berbagi Pakai Data KSP

01

Tentang 

Kewenangan 

Akses untuk 

Berbagi Data 

dan IG melalui 

JIGN 

Keputusan 

Presiden No. 20 

Tahun 2018 

02

Tentang 

Kewenangan 

Akses Berbagi 

Data dan IG 

melalui JIGN 

Permenko 

Perekonomian

No. 6 Tahun 

2018 

03

Tentang Tata 

Kelola Berbagi 

Data dan IG 

melalui JIGN

Permenko

Perekonomian 

No. 7 Tahun 

2018 

Capaian Pembagian Akun 

Geoportal KSP

Sudah Menerima Akun Geoportal KSP

Belum Menerima Akun Geoportal KSP

* Update September 2022

Bupati/Walikota

514

451

Menteri/Pimpinan 

Lembaga

66

36

30
63

34

1

Gubernur

33

• IGT Hasil Integrasi PKSP sejak diluncurkannya Geoportal KSP pada tahun 2018 telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai Program/Kebijaka

n     Nasional berbasis spasial.

• Diperlukan pengaturan  mandat oleh Menteri/Kepala Lembaga; Gubernur; dan Bupati/Walikota pemilik akses kepada Unit kerja dilingkungannya agar IGT hasil  

Kebijakan Satu Peta bisa dimanfaakan lebih luas

Sumber Paparan Kepala BIG 2024



Informasi Geospasial Tematik (IGT)

Pemenuhan Rencana Aksi PERPRES 23/2021
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INDONESIA merupakan negara penghasil kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) terbesar di dunia, yang menyumbang 59 persen 
dari produksi total sawit dunia. Selain Indone  sia, negara lain yang juga menyumbang produksi kelapa sawit antara lain 
Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, Guatemala, Papua Nugini, Pantai Gading, Honduras, dan Brazil . Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Pertanian mencatat luasan perkebunan sawit mencapai 16,38 juta hektare. Sebagian di antaranya (6,72 
juta hektare) merupakan lahan kelapa sawit rakyat.   (Marfai, Suprajaka (2024)

Sumber Peta: Presentasi Kepala BIG 7 Februari 2023
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Sumber Peta: Presentasi Kepala BIG 7 Februari 2023

Masalah utama dalam persoalan luas lahan kelapa sawit menyangkut 
aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh 
besar terhadap pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan PNBP.



PETA: MAP
• SIG Dan Peta sebagai invisible infrastructure hilirisasi

• Kesalahan lokasi industri: konflik lahan, banjir, degradasi lingkungan

• Peran peta dalam perencanaan kawasan industri, logistik, dan rantai pasok

“Industri tanpa peta ibarat bisnis tanpa arah: bisa jalan, tapi berisiko salah tujuan.”
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Kerugian Negara

Pertama, masalah deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ekspansi lahan kelapa sawit 

seringkali dilakukan dengan merambah dan mengonversi hutan hujan tropis yang kaya akan 
keanekaragaman hayati, menjadi perkebunan homogen yang merusak keseimbangan lingkungan. Hal 
tersebut telah mengakibatkan hilangnya habitat banyak spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies 
yang terancam punah

Kedua, masalah yang berkaitan dengan isu global emisi gas rumah kaca. Penggundulan hutan dan 

pengeringan lahan gambut yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terbukti telah melepaskan 
sejumlah besar karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lain ke dalam atmosfer. Dampak yang 
ditimbulkan antara lain munculnya kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim global.

Ketiga, dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, masalah ini juga te  lah memicu berbagai konflik

horizontal maupun vertikal yang berkaitan dengan peruntukan lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang 
tidak terkendali sering menimbulkan konflik antara investor dengan masyarakat lokal dan adat yang 
kehidupannya sangat bergantung pada eksistensi hutan. Hutan telah menjadi sumber mata pencarian dan 
berbagai hal yang menyangkut kehidupan sosial antarmereka atau antara manusia dengan alam 
lingkungannya. Banyak terjadi kasus di mana masyarakat lokal/adat serta merta telah kehilangan hak atas 
tanah tanpa mendapat kan kompensasi yang adil.

Keempat, dalam hal pengelolaan air baku, perkebunan kelapa sawit adalah industri yang membutuhkan air 

untuk irigasi dalam jumlah yang besar. Tidak terkendalinya ekspansi, dapat menyebabkan penurunan volume 
dan pasokan sumber daya air lokal yang berdampak negatif terhadap komunitas sekitar dan ekosistem air 
tawar.

AA

BB

CC

DD



Perbedaan Data Luasan Perkebunan

Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Peran BIG Dalam Tata Kelola Industri Kelapa Sawit 

Nasional 

Dampak dan Solusi

AA

BB

CC

DD

Permasalahan Lain dan Solusi Pengembangan Industri Sawit 
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AA

BB

CC

DD

Integrasi Rekayasa Teknologi, Desain Wilayah, dan Keberlanjutan 
Lingkungan

Industri tanpa peta ibarat bisnis tanpa arah: bisa jalan, tapi berisiko 
salah tujuan

Pentingnya analisis spasial sebelum hilirisasi Lingkungan sebagai 
economic asset, bukan hambatan

Tiga Hal Harus Diperhatikan Aspek : (a) Perencanaan wilayah sebagai 
enabler hilirisasi (b) Desain kawasan industri yang adaptif & rendah risiko; 
dan (c ) Keterkaitan tata ruang–lingkungan–ekonomi

CATATAN PENUTUP



No Map, No Plan, No Busines
Fondasi Spasial Hilirisasi Industri Nasional Berkelanjutan

TERIMAKASIH
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